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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil yang telah dipaparkan oleh penulis maka kesimpulan yang 

dapat diambil oleh penulis adalah : 

1. Lembaga perlindungan dan pemberdayaan konsumen indonesia (LPPKI) 

merupakan Lembaga non pemerintah yang terdaftar dan di akui pemerintah 

yang mempunyai kegiatan yang menangani perlindungan konsumen. LPPKI  

berwenang melakukan Advokasi dan pemberdayaan konsumen supaya 

mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri, hak secara perorangan 

maupun kelompok, Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha tersebut juga bisa 

dilakukan oleh seorangan oleh konsumen yang dirugikan, atau ahli waris yang 

bersangkutan. Sedangkan gugatan yang dilakukan oleh sekelompok 

konsumen, LPPKI Bisa mengajukan class action atau legal standing ke 

peradilan umum. 

2. Tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan wanprestasi jual beli online 

terhadap konsumen yang menjadi korban pada umunya dapat berupa dua 

bentuk, yaitu pengembalian uang dan penggantian barang baru, pada 

kenyataannya penggantian barang dengan barang yang baru tersebut pada 

kenyataannya membutuhkan waktu yang lama. Hal terpenting adalah 

konsumen yang merasakan kerugian harus berani untuk komplain kepada 
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pelaku usaha yang bersangkutan, karena dengan melakukan komplian 

konsumen telah berusaha untuk menuntut dan memperjuangkan haknya. 

B. Saran 

Saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi e-

commerce, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap 

muka dan tidak saling mengenal, maka potensi untuk terjadinya kecurangan 

sangatlah besar dimana pelaku usaha yang tidak beritikad baik akan lebih 

mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari 

konsumen dalam melakukan kesepaktan dalam transaksi e-commerce. 

2. Bagi pelaku usaha agar tidak melakukan kesalahan seperti wanprestasi, yang 

mana dasar dari dalam membuka usaha adalah “kepercayaan” (trust) dari 

konsumen. Oleh karena itu, pelayanan dengan kualitas tinggi serta itikad baik 

dalam melakukan usaha dalam e-commerce sangat dibutuhkan untuk 

menunjang keberhasilan usaha dari pelaku e-commerce tersebut. 
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